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BUPATI LEBONG 
PROVlNSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONO 
NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 

PETUNJUK PELAl<SANAAN PENGGUNAAN DANA 
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

: a . bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program 
Pembangunan Keluarga, Kependudukan clan Keluarga 
Berencana (Bangga Kencana) yang bersifat non fisik di 
Kabupaten Lebong, perlu Petunjuk Pelaksanaan Bantuan 
Operasional Keluarga Berencana (80KB) Tahun Anggaran 
2022; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (7) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerab, bahwa belanja Dana Alokasi Khusus (OAK) 
diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat 
digunakan untuk kegiatan non fisik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Lebong tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga 
Berencana Tahun Anggaran 2022. 

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong clan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

3 . Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5080); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Pera tu ran Presiden Nomor 72 Tahun 2021 

Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

tentang 
Negara 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita 

Negara_ Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagrumana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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Menetapkan 

11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi 

Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 

Tahun 2021-2024 (Serita Negara Repub1ik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1398); 

12. Peraturan Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga 

Serencana Tahun Anggaran 2022 (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 

Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Pera turan 

Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong 

Tahun 2021 Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 5}. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTU AN 

OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lebong. 

4 . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang 

selanjutnya disebut DP3APPKB adalah Perangkat Daerah 

yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

[~-=-I 
~ BAGIAN 
~ MUKUM 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


5. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang 

selanjutnya disebut 80KB adalah OAK Nonfisik 

Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan 

kepada Daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan 

yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam 

mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas 

pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga 

berencana. 

BABU 
RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

80KB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan 

urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan 

stunting pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong 

penerima OAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana. 

BAB III 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENGGUNAAN DANA 80KB 

Pasal 3 

(1) Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan 

Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Bupati ini. 
(2) Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan 

Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan 

untuk memberikan acuan bagi Pemerintahan Daerah 

dalam pelaksanaan BOKB. 
(3) Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan 

Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditujukan untuk : 

a. Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB; 
b. Biaya Operasional Pelayanan KB; 
c. Biaya Operasional Penggerakan Di Kampung KB; 
d. Biaya Operasional Penanganan Stunting; 
e. Biaya Operasional Pembinaan Program Pembangunan 

Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana 
bagi masyarakat oleh kader Pembantu Pembina KB 

desa/kelurahan dan Sub Pembantu Pembina KB 
desa/kelurahan; dan 

f. Biaya Dukungan Manajemen dan Sistem Informasi 
Keluarga. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di 1).lQei . 

I KOPLI ANSORI 

Diundangkan di Tub.et 
pada tanggal 3 Januari 2022 

H. MUSTARANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 3 
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